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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
KEAGENAN KAPAL

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 155 Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, serta untuk melaksanakan
Pasal 38 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan
Kapal.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008;
PP No. 20 Tahun 2010; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015;
PERMENHUB No. 93 Tahun 2013; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggraan dan
Pengusahaan Keagenan Kapal meliputi penyelenggraan keagenan kapal,
pengusahaan keagenan kapal, dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

CATATAN Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2019

dan ditetapkan tanggal 16 Oktober 2019.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan
Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran : 23 him.



